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TENTANG
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BUPATI SINTANG,

ai Pasal 28 Peraturan Pe:mcrmtah Nomor 17

g Penyelenggaraan Pendidikan, 'hahwq
b mengelola sistem pendidikan di
n serta menetapkan kebijakan
kewenangannya guna

balhwa sesu
Tahun 2010 tentan

Bupati bertanggung jawa

daerahnya dan merumuska
di bidang pendidikan sesuai

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
perndaban bangsa yang bermatabat dalam mngka
mencerdaskan kehidupan yang di selenggarakan *lm::laim
proses pembelajaran dengan metode komprehensii yang
sistemik,

menyentuh unsur demokratis, berkeadilan,
keteladanan dan pemberdayaan semua

pembudayaan, Ser
komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan
Nasional;

bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, dan
pemerataan pembangunan di  bidang

dalam upaya

pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya tampung
bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan
efisieni tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama
dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah
Baru Sekolah Menegah Pertama Negeri di Kabupaten

Sintang;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huraf
b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan 1+.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...




Undang-

Pﬂ'—'ﬂﬂi:—:ﬁgundnnu Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Tahi ;'" ]_'"I“""i':'"'lﬂl (Lemnmbarnn Negara Republik Indonesia
':-H..'-'I H“" sy '.?Hr pl-." i e I,.I"r. Le mt’lﬂrﬂln Hﬂ“"..rﬁ_

Republik Indonesin Nomor 4 A1),

U“'i“'““r' Ll nlhl'l'lﬂ; Moror 24 Tahwun

r“"'-t'-"”"ﬂ'lnﬂ Daerah  (Lemboran
ndonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesln Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapn kali terakhir dengan  Undang-Undang

_Nﬂl'l'lm‘ 9 Tahun 2015, [Lembaran Negara Republik Indonesin
Fahun 2015 Nomor 5H, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesin Nomor 4844,

2014 LTl
Meparn Hepublik

Peraturan Pemerintah Nomoaor 19 Tabhun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Neomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4496), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
13 Tahun 2015 ([ Lembaran Negara Repubhlik

Nomor
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan  Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041},

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di

Bidang Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan

Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah

Kabupaten Sintang Nomor 7);

10. Peraturan ...



16 Tahun

10, pe
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2017 N Daerah Kanbupaten Sinwung Nomor
tentang  Ponyvelenggarasn  Peadidikon  (Lembaran
Tahun 2017 HNamdar 10

D .
T‘:IITI;;IJ'[ Kabupaten Slrrang
nhahan Lembaran daerah Kabupnatern Sintang Nomor 16)

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI SINTANGO TENTANO PENDIRIAN UNIT
SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI]

MEﬂEtapkﬂn
DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasanl 1

Dalam Peraturan ini yvang dimaksud dengan

Daerah adalsh Kabupaten Sintang,
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan

Pemerintahan daerah, yang merupakan pelaksanaan urusan Pemerintahan

vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahh menurut asas

3.
Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyi
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

1.

2.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
Dinas adalah Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

5,
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sintang,

7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.

8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas tambahan yang
menduduki jabatan fungsional,

9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi
kurikulum, kesiswaan, dan konseling.

10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi di

Sekolah.
Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama

'
Neger.

12. Anggaran ...
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Men
fmﬂhhnnnkan enengah  Tingka Pertamn  acdalah

setelah Lulusan Pendidilan tliamar

Siﬂ_tﬂl'l'l Ptndidikﬁn Nasional adalah kencluruhien komponen pendidilkkan yang
saling terkai secara terpadu untuk mencapal tujuan Pendidikan Nasioral

Peserta didik adalah anggota masynrukal yang berusahn m:{rgr:rnhnnglknn
Potensi diri melalu; proses pembelajoran yang tersedin pada jalur, jenjang
dan jenis pendidikan tertentu,

17. Ten
dan

Pendidilesnn VRO

1S,

16,

Bga Kependidikan adalah anggota masyaraknt yang mengabdikan diri
diangkat untulk menunjang Penyelenggaraan pendidilean.

ah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen,
konselor, pPamong pelajar, widyaswara, tutor, ins

truktur, Iaﬂilitat_ﬂr, dan
sebutan lain sesuaj dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
menyelengegarakan pendidikan.

20. Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suaty lingkungan belajar.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian

kelayakan Program dalam suatu
pendidikan berdasarkan criteria yang telah ditetapkan.

26. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menegah di Jalur
pendidikan sekolah.
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Penvelen
kepada ¢

mencapai  (ujuan sebagaimans elirmmbesi e Pada aymt (1)
ERnruan pendidikan poeda Sekolah Menengah Pertama be
Wuan Pendidikan Nasional.,

rpedoman

Dengan Peraturan Bupati |
Pertama Negeri dengan na
Lampiran Il Peraturan

Sekolah Menengah Tinglcar
ma-nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam
Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar
Peraturan ing,
Pasal 4
Peserta  didik  berasal dari  lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah / sed erajat.
Pasal 5
(1) Pengelolaan Pendirian Sekolah M:m:ngah Tingkat Pertama Negen
sebagaimana dimaksud Pasal 3, sebagai dari sistem Pendidikan Nasional
ddalah tanggung jawah Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas

(2] Pimpinan Sekolah Men:n
dan seorang atay lebih Walki]

(3) Kepala Sekolah dibantu oleh Te
administrasi |

Naga Kependidikan lainnya dan tenaga
Yang jumlahnya sesyai de ket &
yang berlajy ngan ketentuan Perundang-undangan

nan » tugas dan wew
Negeri ditetapkan oleh Pemerintah
peraturan Perundang-und



(5) Bagan dan Struktur Organisaai Sekolah Menengah Pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
yang merapakan baginn yang tidak terpianhkan dari peraturan Bupati ini.

Paual 6

Pengadann, pendavagunaan dan pengembangan tenagn pendidile, kurileulum,
buku mcuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya
pada Sekolah Menengah Pertama Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah,

Pasaal 7

hepala Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab kepada Kepala
Divas Pendidikan  atas  penyelenggaraan  kegintan pendidikan, administrasi
sckolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana
dan prasarana,

BAB III
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 8

(1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sckolah Menengah Pertama Negeri
merupakan susunan bahan kajian dan pembelajaran untuk mencapat
tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan
pendidikan.

(2) Ist Kunikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negen wajib memuat
bahan kajian dari mata pelajaran sebagai berikut :
a. Kelompok A (Wajib) terdin atas :

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
Bahasa Indonesia;

Matematika;
Ilmu Pengetahuan Alam;
Ilmu Pengetahuan Sosial;
. Bahasa Inggnis.
b. Kelompok B (Wajib) terdiri atas :
1. Seni Budaya;
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga , dan Kesehatan;
3. Prakarys,
4. Muatan Lokal,

NOUBWLR

(3) Kunkulum yang digunakan dalam proses pendidikan adalah kunkulum vang
berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menten.

(4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama  Negeri wuyjib  menjabarkan  dan
menambah mata pelajaran sesual dengan keadaan hngkungan dan cirt Khas
Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan tidak mengurang
kunkulum yang berlaku secara nasional,

(5) Sekolah Mencngah Pertama Negert dapat menjabarkan dan menambah
bahan kajiun dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pasal 9 ...
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1 Siwwn Mempainyni hak o bmgni berikiit
- H““hl"hh hak yang sama untuk mencdapmibarn pendicean,
:' :mmmh.'h pendidikan agamna sesunl dengan AR yang dmmnw

UL program pendidilnn yang bersangkutan ates pendidilesn
h“"mll"uutnn. bmik untuk mengembanghkan kemampuan dir TR T
untuk memperoleh pengakuan tUngkat pendidikan tertentu yang

dibukukan:
4. Mendapat bantuan fasilitas belajar bea niswa atau bantusn lainnys sesusd
dengan perayvaratan yang berlaku;

e. Pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang

tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan sisws
pada Sckolah Menengah Pertama yang hendak dirnasuki.

(<) Siswa mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

i, Tkut menanggung biaya penyelenggarann pendidikan, kecuali bilasmeana

siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yung
berlaku;

L. Mematuhi semua peraturan vang berlaku;
¢. Menghormati tenaga pendidik:
d. Menghormati tenaga kependidikan;

¢. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV

Pasal 11

(1} Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap,
berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan

tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru
dan tenaga kependidikan lainnya,

(4] Penilaian Sckolah Menengah Pertama Negeri sebagai satu kesatuan dalam

rangka pembinaan, pengembangan, dan penentuan akreditasi Sekolah
Menengah Tingkat Pertama.

Pasal 12 ...



Pasal 12

(1) Penilainn Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahu Sesesuaian
antara kurikulum Seckolah Menengnh Pertama yvang bersangkutan dengan
dasar, fungsi, dan tujuan penddikan nasional dengan kemampuan sswa

sertn perkembangnn masyarnkat.

(2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan diakukan untuk
mengetahui kemampuan dan kewenangan professional.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untux :
a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependicikan lamnyal

b. Penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pendidixan guru, can
tenaga kependidikan lainnya.

(4) Pelaksanaan sebagainiana dimaksud dalam ayat (1), avat {2} dan avazt (3},

dilakukan oleh dinas.

BABYV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Dengan telah dilakukan pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana
dimaksud pada Lampiran [l Peraturan Bupati ini, terhacdap segala biava
penyelengaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah
menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Xabupaten

Sintang dan sumber lain yang sah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melipus :
a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenags administrasi;

b: Biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarans;
c. Biaya perluasan dan pengembangan;
d. Biaya Pendidikan dan Pengajaran.

BAB VI
PENGAWASAN

Paal 14
Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah

(1)
Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, bangan,
perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah

bersangkutan.
Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan

(2)
administrasi sekolah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan (2), dilakukan oleh

(3)
pengawas Sekolah Menengah.

(¥) Pelaksanaan ...



(4) Pelaksannan ketentuan sebaganimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) pasal ini, dintur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-
Undangan yang berlnku,

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum

Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini
masih tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini,
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

D1 tetapkan di Sintang
da tanggal 7S J?’RIC 2019

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2019
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LAMPIRAN 1 :

NOMOR

PERATURAN BUPATI SINTANG
: 43 TAHUN 2019

TANGGAL :75 APAIL 2019

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN

SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

KOMITE SEKOLAH KEPALA SEKOLAH
| | B |
WAKIL BIDANG WAKIL BIDANG WAKIL BIDANG
TATA ULSAHA KURIKULUM SISWA KONSELING
| i
LABORATORIUM PERPUSTAKAAN WALI KELAS
SEKOLAH
[ SISWA DEWAN GURU
=
PKS PRAMUEKA 0OSsI1S UKS KOPERASI] EKSTRA PMR
SEKOLAH KURIKULER
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LAMPIRAN 1l : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 4% TAHUN 2019
TANGGAL : ?5 MR 2019

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN

SINTANG

DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

NAMA SEKOLAH | KECAMATAN ALAMAT | KETERANGAN
l 2 | = 4 J
1. | SMP Neger1 9 Sintang Sintang | Desa Marti Guna TahunOperasional
2019/2020
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